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KEPUTUSAN KEPALA I{ANTOR WILAYNI KTMEIVTERIAIT AGAMA
PROVIilSI JAWA TIMUR

NoruoR II9]_TIIUN 2017
TEITTANG

prMBrRrAN rzrN prNDrRrAN / oPERASTOIIAL
IVIADRASAII IBTIDAIYAII MIFTATIUL ULUM KOTA MALAITG

PROPINSI JAWA TIMUR

DTI{GAIT RAHMAT TUIIAN YAI{G IUATIA ESA

KEPALA KANTOR IIIILAYA}I I(TI}IENTTRIAI'T AGAMA PROVIIIISI JAWA TIMUR,

Menimbang :4. bahwa dalam rangka meningkatkan akses pendidikan
madrasah yang bermutu, perlu memberikan kesempatan
masyarakat melalui organisasi berbadan hukum untuk
menyelenggarakan madrasah sesuai dengan stand.ar nasional
pendidikan;

bahwa ma.sa nertati izffr operasional/pendirian madrasah
sebagaimana tercantum clalam Lampiran Keputusan ini teLah
habis;

bahwa madrtrsah sebagaimana tercantum dalam Lampiran
Keputusan ini telah memenuhj persyaratan perpanjangan izin
pendirian/ operasional m a drdsah;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a huruf b dan huruf c, perlu menetapkan
Keputusan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agams
Provinsi Jawa Timur tentang Perpanjangan lzin
Pendirian / Operasio nal MAD RAS AH IBTIDAIYAH MI FTAHU L
ULUM KOTA MALANG Provinsi Jawa Timur.

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem
Pendidikan Nasional (l,embaran Negara Republik Indoneeia
Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor a301);

Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar
Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Repubfik
Indonesia Nomor 44961 Sebagaimana tel,ah diubah dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang
Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor Lg

Tahun 2005 terrtang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 20LS Nomor 45, Tambahan
Lembaran Negara R.epublik Indonesia Nomor 5670);

peraturan Pernerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang
Pendanaan Pendiclikan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Inm.baran Negara Republik
Indonesia Nomor 4864\;

Mengingat : 1.

b.

c.

d.

2.

.)
J.



Memperhatikan

Menetapkan

4. Peraturan Pemerintah Nomor rz rahun 2010 tentang
Pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan (kmbaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor S1S0)
sebagaimana telah diubah dengan peraturan pemerintah
Nomor 66 Tahun 2010 tentang perubahan Atas peraturan
Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang pengelolaern dan
Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2010 Nomor LLz, Tambahan Lembaran
Negara Republik indonesia Nomor S1S7);

5. Peraturan Menteri Pendidil<an Nasional Nomor 24 Tahurr, 2oo7
tentang standar sarana dan prasarana untuk sekolah
Dasar/Madrasah ibtidaiyah, Sekolah Menengah
Periama/Madrasah Tsanawiyah, dan Sekolah Menengah
Atas/Madrasah Aliyah;

6. Peraturan Menteri Pendidikan hTasional Nomor L5 Tahun 2olo
tentang Standar Pelayanan Minimat perrdidikan di
Kabupaten/ Kota sebagaimana telah diubah dengan peraturan
Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 23 Tahun 2013
tentang Perubahdfl-'Atas peraturan Menteri pendidikan
Nasional Nomor 15 Tahun 2olo tentang staxdar pelayanan
Minimal Pendidikan di Kabupaten / Kota;

7. Peraturan Menteri Agama Nomor 90 Tahun 2oLg tentang
Penyelenggaraarl Pendidikan Madrasah, sebagaimana
dimaksud dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 66 tahun
2016 dengan Perubahan Kedua Atas peraturan Menteri Agama
Nomor 90 Tahun 2Ol3;

8. Keputusan Direktur Jenderal pendidikan Isl,am Nomor 13gs
Tahun 2a14 tentang petunjuk Teknis pendirian Madrasah
Yang Diselenggarakan oleh Masyaraka!

9. Keputusan Direktur Jenderal pendidikan Islam Nomor S88S
Tahun 2015 tentang Petunjuk Teknis perpanjangan lzin
Pendirian Madrasah, Penerbitan Surat Keputusan pingganti
Izin Pendirian Madrasah Karena Hilang, dan penerbitan surat
Keterangan Kerusakan Dokum en lzin Pendirian Madrasah;

Rekomendasi dari Kepala Kantor Kementerian Agama KOTA
MALANG Nomor : Kd.L5.25/'2/PP.OO/1503/2016 Tanggal
27 Aprn 2016;

MEMUTUSKAN :

: KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA
TENTANG PBMBERIAN IZIN PENDIRIAN / OPERASIONAL
MADRASAH IBTIDAryAH MIFTAHUL ULUM KOTA MALANG
PROVINSI JAWA TIMUR.

: Memberikan perpanjangan izin pendirian/operasional madrasah
kepada madrasah sebagaimana tercanturu d.alam Lampiran yang
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KESATU



KEDUA

KETIGA

: Pemberian idn operasional sebagaimana dimaksud dalam Diktum
KESATU dapat dicabut apabila madrasah yang bersangkutan
melakukan pelanggaran sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan;

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sidoado
pada tanggal 6 Februari 20L7
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LAMPIRAN
KEPUTUSAN KEPALA KANTOR
WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA
PROVINSI JAWA TIMUR
I\iOMOR 1407 TAHUN 2017
TENTANG
PEMBERIAN IZIN PENDIRI.AN/OPERASIONAL
MADRASAH IBTIDAtrYAH MIFTA}IUL ULUM
KOTA MAI,A}IG PROVINSI JAWA TIMUR

IDENTITAS MADRASAH YANG DIBERIKAN PERPAI.IJANGAI{ IZIN PENDIRI,AN

sHoDAR t*

1 Nama Madrasah MIF"TAHUL ULUM

2 Nomor Statistik Madrasah 1rL235730041

J Alamat Madrasah JL. PELTU SUJONO GG. MELATI 9

DESA CIPTOMULYO

KECAMATAN SUKUN

XOIA MALANG

PROVINSI JAWA TIMUR

4 Nama Organisasi Penyelenggara PERKUMPULAN NAHDLATUL ULAMA

5 Akte Notaris Organisasi

Penyelenggara

NO. 4, MUNYATI SULLAM, SH., MA

6 Pengesahan Akte Notaris

Organisasi Penyelenggara

AHU-119.AH.01.08 TAHUN 2013 /
26 JUNI 2OI3
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